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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan
dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA
berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026
yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak
dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan.
Program dan Kegiatan pada Renja 2025 ini mengacu pada Program dan
Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta
mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun
sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2025) disusun berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana
indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan
informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan
bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, Agustus 2024

SHAMDANI AZAHARI\M.M.
‘Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 00
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA
SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan
penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)
SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra
SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP
Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan
program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan
program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun
2024;

3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian
kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)
sebagai wujud dari kinerja SKPD.
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1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4, Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonrsiaNomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
Dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
LamonganTahun  2005-2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
LamonganTahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
LamonganTahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;dan

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2021 fentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2024
dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan
program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
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1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran
2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka
sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun
2025 meliputi:

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3  Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU
(TAHUN 2023)
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Renja DPM-PTSP 2025
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Kabupaten Lamongan Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan

2.3 Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
DPMPTSP Kabupaten Lamongan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Lamongan tahun 2025

3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN
LAMONGAN
BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, bak dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah — kaidah Pelaksanaan

C. Rencana Tindak Lanjut

-
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BAB Il

HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan
Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan
perkiraan capaian tahun 2024 sebagaimana Tabel T-C.29

Renja DPM-PTSP 2025
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Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Realisasi Indikator Ki Target Perkiraan Realisasi
target T e ibiiieal o program/k capaian target
Urusan/Bidan Indikator Target kinerja | Target dan Realisasi Kinerja program Program ;
g g h | egiatan program/kegiatan
Untisan Kinerja Capaian hasil dan keluaran keglatan skpd tahun (outcomes) Renstra SKPD s/d
023 kegiata g
Pemerintahan Program Kineria | program lalu 202 egiatan (output) | gyppy tahun 2024
Nomor 2024
Daerah dan (outcome)/Ke Renstra dan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)
Program/Kegiata giatan SKPD Tahun | keluaran
n {output) 2021-2026 kegiatan Tingkat . . | Tingkat
s/d tahun Target Realisasi | Realisas R“"s.as' Capaian
2023 " i Capaian (p,/:}
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4
)
Wajib
Penanaman
2| 18 Modal Daerah
Prosentase
:;z%r:'?n Unit Kerja Nilai IKM
el Internal Internal Dinas
2118 | 01 Pemerintah yang 100% 100% 100% 100% Penanaman 83,20% 83,20% 100%
Baarah terlayani Modal &
Kab/Kota £ DD Fpe
Perencanaan
dan Evaluasi ‘é‘;TLﬁen 5 5 5 Jumlah 5 5
2,18 | 01 | 2.01 Kinerja Parsrneansa | Dokiiman Dokume | Dokume | 100% Dokumen Dokume | Dokume | 100%
Perangkat a n n Perencanaan | n n
Daerah _ -
Penyusunan Jumlah
Jumlah 3 3 3 3 3
2/18 | 01201 |01 dokumen 100% Dokumen 100%
perencanaan Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen Basgnomrann Dokumen | Dokumen

e e e R e e, —— . —@ @ _——aaaa
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perangkat Perencanaa
r daerah n
i Evaluasi J r—
Kinerja At 2 2 % o 2 2 _—
2118 10120107 | perangkat goklume_n 2 Laporan Laporan | Laporan | 190% Eoklumeln Laporan | Laporan
Daerah valuasi valuasl
;. i:g:‘::n Jumlah
Administrasi e 7 7 Laporan 15 15
2|18 61| 2m Keuangan :idmlmstra T Lape Laporan | Laporan % Administrasi Laporan | Laporan oo
Keuangan Keuangan [
Jumlah
Penyediaan orang yang ;::‘;ah SIHNE
2[18 | 01 | 2.02 | 01 ?uar{;::;an g;‘l?inggr‘;”a 27 Orang 27 Orang | 27 Orang | 100% | menerima gaji | 27 Orang | 27 Orang | 100%
ASN tunjangan igr;ﬂtunjangan
ASN
Jumlah Jumlah
laporan laporan
keuangan keuangan
Koordinasi dan | akhir tahun akhir tahun
penyusunan SKPD dan SKPD dan
laporan laporan hasil 1 1 . laporan hasil 1 1 &
e bt a0 keuangan koordinasi 1 Laporan Laporan | Laporan L koordinasi Laporan | Laporan TR
akhir tahun penyusunan penyusunan
SKPD laporan laporan
keuangan keuangan
akhir tahun akhir tahun
SKPD SKPD
Jumilah Jumlah
Laporan Laporan
Koordinasi dan | Keuangan Keuangan
penyusunan Bulanan/Tri Bulanan/Triwul
laporan wulan/Seme 14 14 an/Semestera 14 14
2(18 |01 | 20207 keuangan steran 14 Laporan 100% n SKPD dan 100%
bulanan/triwul | SKPD dan Laporan Laporan Laporan Laporan Lagoran
an/semesteran | Laporan Koordinasi
SKPD Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan

Renja DPM-PTSP 2025
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Keuangan Bulanan/Triwul
Bulanan/Tri an/Semestera
wulan/Seme n SKPD
steran
SKPD
Jumlah
o R i Jumlah
2:::3;:'::::,‘ iadrninlstras 2 2 2 administrasi
. ooy pie " ; , i i
2/ 18 | 01 | 2.05 Perangkat kepegawaia ::immlstr gdsrimmst gds?*nmst 100% I;:E:gawalan
Daerah n yang di .
; . ipernuhi
L. dipernuhi
Jumiah Jumlah
Pengadaan REmsREh pemenuhan
pakaian dinas pzﬁgi';?_laan pengadaan
2|18 | 01| 2.05]| 02 beserta atribut tr;inas 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% pakaian dinas | - - -
kelengkapann b beserta
eserta il
ya kelengkapan kelengkapann
nya ya )
Jumlah
Pendidikan peserta Jumlah
pelatihan yang peserta yang
pegawai mengikuti 20 20 " mengikuti } ) ‘
2118 | 01120509 | o iasarkan | Pendidikan | 20 ©rand Orang | orang | 1%% | pendidikan
tugas dan dan dan pelatihan
fungsi pelatihan formal
formal
- ¥ Jumlah
3dmn:::|stras| Administra | 8 - 6 :l:i':\"'lli:\filstrasi b :
218 | 01| 2.05 Perangkat si Umum Administr Administ | Administ | 100% Umum yang Administ Adr_ninist 100%
Daerah g_ang ) asi rasi rasi dipenuhi rasi rasi
ipenuhi
Penyediaan
:(r?s'g;:;en Jumlah alat Jumlah alat
2018 | 01| 206 | 01 lietikisencran listrik dan 22 Paket 22 Paket | 22 Paket | 100% listrik dan 22 Paket | 22 Paket | 100%
: il elektronik elektronik
gan bangunan
kantor ) B
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Jumlah
Penyediaan peralatan J::gilzr:an
2/ 18 |01 | 206 |03 peralatan rumah 6 Paket 5 Paket 5 Paket 100% r?umah tangga 6 Paket 6 Paket 100%
rumah tangga | tangga yan y .
99 dipegﬁuh}; g yang dipenuhi
Jumlah
Penyediaan paket bahan ;:giﬁﬁﬁ:ﬁtk
2(18 | 01| 206 |04 bahan logistik | logistik 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100% S agn 4 Paket 4 Paket 100%
kantor kantor yang di d'{; 9
disediakan e i
. Jumlah
E:: aynedaaan barang Jumlah barang
2|18 | 01| 206 |05 cetakgn dan cetakan dan | 3 Paket 5 Paket 5 Paket 100% cetakan dan 3 Paket 3 Paket 100%
penggandaa penggandaan
penggandaan b
Penyediaan
bahan bacaan | Jumlah
8 8 8 4 Jumlah bahan | 8 8 &
2116 | 01 2.0 B8 g:?uﬁggar‘:;-ran g:::;n Dokumen Dokumen | Dokumen 1009 bacaan Dokumen | Dokumen 1A
undangan
Jumlah Jumlah
Fasilitas laporan 15 15 laporan 5 5
2/18 | 01| 2.06 | 08 Kunjungan fasilitasi 5 Laporan 100% fasilitasi 100%
Tariil kunjungan Laporan Laporan kunjungan Laporan Laporan
tamu tamu
Jumlah
laporan Jumiah
Penyelenggar Sielee laporan
aan rapat penyelengg penyelenggara
2/ 18 | 01|206 |08 | koordinasidan | 23@NraPat | 5 o oran y 9 100% | an rapat $ 5 100%
koritasi l;;ﬂrdmas: Laporan Laporan koordiciael dai Laporan Laporan
SKPD - konsultasi
Ig:(npsgttasl SKPD
Pengadaan
Brang Milik
Daerah Jumlah .
2018 | 01207 Penunjang | Jenis 3 Jenis 3Jenis | 3Jenis | 100% gzr‘z‘;:::'s . ; ;
Urusan Pengadaan 9
Pemerintah
| Daerah
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Pengadaan ;:T;tﬂ;ebe[ g : Jumian Paket
2|18 01 | 2.07 | 05 Mebel 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100% Mebel yang = - =
yang Disediakan
disediakan
Jumlah unit Jumlah Unit
Penyediaan peralatan Peralatan dan
2/18 | 01 | 2.07 | 06 peralatan dan | dan mesin 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% Mesin Lainnya | - - -
mesin lainnya | lainnya yang yang
disediakan Disediakan
Penyediaan Jumlah Jumilah jenis
Jasa jenis jasa jasa
2|18 |01 | 2.07 B‘:‘:;‘:‘a"g R rusan 2 | 3Jenis 3Jenis | 3Jenis | 100% | PERANG 3Jenis | 3Jenis | 100%
Pemerintahan | pemerintah pemerintah
_____ - Daerah daerah - daerah !
Jumlah
laporan Jumlah
Penyediaan penyediaan Laporan
ol 18 |01 |208|02 |lomunikasi, | *komuniasi, | 4L 4 4 fo0% |dasa |4 s 100%
h omunikasi, omunikasi, aporan o asa o
sumber daya sumber Laparan Laporan Komunikasi, Laporan Laporan
air dan listrik daya air dan Sumber Daya
listrik yang Air dan Listrik
o disediakan
Jumlah
Iaporan_ Jumlah
Penyediaan penyedlaan Laporan
jasa peralatan J;‘:raal . 3 3 Penyediaan 3 3
o,
2118 | 01| 208 |03 g:gengkapan dan 3 Laporan Laporan Laporan 100% .ézf;a Peralatan Laporan Laporan 100%
kantor 2?::33:‘&'3 | Perlengkapan
Kantor
yang
disediakan
Jumlah Jumlah
Penyediaan laporan Laporan
jasa enyediaan 3 3 Penyediaan 3 3 =
2 18 |91 | 208 {08 Jpta.llayanan jpElSEly 3 Laporan Laporan Laporan L Jasa Laporan Laporan Rk
umum kantor pelayanan Pelayanan
umum Umum Kantor

Renja DPM-PTSP 2025
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| | kantor yang yang
| disediakan Disediakan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah ;‘;:‘::h Jenis Barang
218 [ 01| 2.08 Penunjang g 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100% yang 4 Jenis 4 Jenis 100%
Urusan v dipelihara
Pemerintahan POIRES
Daerah
Penyediaan Jumlen
jasa kendaraan | Jumlah
pemeliharaan perorangan @ Kendaraan
biaya " | dinas atau Pgrorangan
pemeinarsan | Lenderaan i
2/18 |01 |2.09 | 01 :an pajak jabatan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% Binas Jabatin 15 Unit 15 Unit 100%
endaraan
perorangan yang 1959
-, dipelihara D1Ipelfhara dan
dan Dibayarkan
I:_andar a; 5 dibayarkan Pajaknya
inas jabatan pajaknya
Penyediaan Jumlah
jasa kendaraan Jumiah
pemeliharaan, | dinas Kendaraan
biaya operasional Dinas
pemeliharaan, | lapangan Operasional
2|18 |01 ]|209 02 pajak, dan yang 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% yang | 3 Unit 3 Unit 100%
perizinan dipelihara dipelihara dan |
kendaraan dan dibayarkan l'
dinas dibayarkan Pajak dan
operasional pajak dan Perizinannya
atau lapangan | perizinannya o
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan | peralatan peralatan dan
2(18 | 01| 2.09 | 06 Peralatan dan | dan mesin 33 Unit 33 Unit 33 Unit 100% mesin lainnya | 33 Unit 33 Unit 100%
Mesin Lainnya | lainnya yang yang
dipelihara dipelihara
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R T e e e e e e e A S e W S A B R S I B U T [ S [P B oy |

Jumlah
Pemeliharaan/ | gedung
Rehabilitasi | kantor dan é‘;";'uar:‘ -
2[18 | 01|2.09|09 | gedungkantor | bangunan | 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% | 4 elihgr:![}i?e 2 Unit 2 Unit 100%
dan bangunan | lainnya yang h;bilitasi
lainnya dipelihara/di
: I rehabilitasi
Progran Prosentase Prosentase
ERhgReiany Peningkata Peningkatan
218 | 02 an lklim & Wi 65,2% 64,7% 64,7% 100% Minatg 65,2% 65,2% 100%
Penanaman 2 .
Modal Investasi Investasi
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Inse
SR Jumlah Jumlah
ntif Dibidang | . ilitas / Fasilitas /
2(18 |02 | 2.01 Modal yang | Insentif 35% 35% 35% foo% | nsentt 35% 35% 100%
; Menjadyir 9 Penanaman ’ ¢ ® | Penanaman o ?
Modal yang Modal yang
Kewenangan | e rikan diberikan
Daerah
Kabupaten
atau Kota o o
Penetapan Jumlah Jumlah
Kebijakan Peraturan Peraturan
Daerah Daerah/Prov Daerah/Provin
Mengenai insi dalam si dalam
Pemberian Pemberian 15 15 15 Pemberian 15 15
2| 18 021201 01 Fasilitas/Insent | Fasilitas / Dokumen Dokumen | Dokumen | ~ Fasilitas / Dokumen | Dokumen 0%
if dan Insentif dan Insentif dan
Kemudahan Kemudahan Kemudahan
Penanaman Penanaman Penanaman
Modal Modal ] Modal
Pembuatan Jumlah |
Peta Potensi Data Untuk f;.:l;:::: I;,E;ta
2/18 | 02| 2.02 Investasi Peta 35% 35% 35% 100% Potensi 35% 35% 100%
Kabupaten/K | Potensi T——
ota Investasi

Renja DPM-PTSP 2025
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' Jumlah Peta |
Penyediaan Potensi dan ‘;,Lé';r:::, Peta
Peta Potensi Potensi Investalsi dizn
dan Peluang Investasi 1 1 1 1 1
2 18 02 | 2.02 | 04 Usaha yang di Dokumen Dokumen | Dokumen 100% LPJEI:I:Q Dokumen | Dokumen 100%
L(abupateniKot ::embangka Kabupaten/Kot
a
Prosentase
Program Promosi s:::e:;iase
Promosi Penanaman & a & o
2/ 18 | 03 Barmtmes Modal yang 80% 70% 70% 100% I;‘ir‘ljaarli:r::g 80% 80% 100%
Modal gnlaksanaka dlsikennakan
Penyelenggar
aan Promosi ;‘;:"2:;" Jumlah
Penanaman arany o9 Penyelenggar
Modal yang Promosi 2 2 an Promosi 2 2
& 5 . 0, 0,
2/18 | 03 | 2.01 :u(!enjadl Bafanaman 2 Kegiatan Kegiatan | Kegiatan 100% Penanaman Kegiatan | Kegiatan 100%
ewenangan | ... Modal
Daerah Kabubasens Kabupaten/K
Kabupaten/K Kota P ota
B ota —
Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Jumlah :
5 : Dokumen hasil
kegiatan hasil kaciatan
promosi kegiatan 4 4 4 rg‘m ol
2|18 |03 | 201 |02 | penanaman promosi Pemelihara Pemeliha | Pemeliha | 100% penanaman - - -
modal daerah penanaman | an raan raan ﬁq oral
kabupaten/kot | modal
a kabupaten/k Ia(abupatenfkot
ota
Jumlah Jumlah
Program Perizinan Perizinan
Pelayanan yang ; : 5 & yang 20.363 20.363 i
2 18 04 PanaREmAn Diterbitkan 3803 lzin 3803 lzin | 3803 lzin | 100% Diterbitkan I%in izin 100%
Modal dalam Satu dalam Satu
Tahun Tahun

Renja DPM-PTSP 2025

14



B
,( RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

\ %
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan [
gpowrs Jumlah
Tt_arpadu Satu Penyelesai Jumlah .
:‘Igit:ang an ki 40117 | 40117 b r
i : 2 ; ; . : » o
218 | 04 | 2.01 . gglsa’l;;n 2614 lzin P ey 100% Sistem OSS 2614 lzin | 2614 Izin :. 100%
Modal yang si dan Sistem
Menjadi ivem Daerah
e Daerah
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah 7
pelaku Jumlah pelaku
usaha yang usaha yang
Penyediaan mendapatka mendapatkan
Pelayanan n pelayanan pelayanan
Perizinan perizinan perizinan
e
o T | T . 40117 | 40.117 el Sistom | 5:000 | 5000
2|18 |04 | 2.01 | 06 @ . 40.117 Izin - - 100% P Pelaku Pelaku 100%
Perizinan Sistem 1zin Izin Perizinan tlsahn Usaka
Berusaha Perizinan Berusaha
RisikoTerinteg | Berusaha Berbasis
rasi secara Berbasis Resiko
Elektronik Resiko Terintegrasi
Terintegrasi Secara
Secara Elektronik
Elektronik
Tersedianya Tersedianya
Penyediaan layanan layanan
dan konsultasi konsultasi dan
Pengelolaan dan terkelolanya
Layanan terkelolanya pengaduan 750 750
218 |04 ] 20107 Konsultasi pengaduan | 750 Orang - - - masyarakat Oran Oran 100%
Perizinan masyarakat terhadap g 9
Berusaha terhadap pelayanan
Berbasisi pelayanan terpadu
Risiko terpadu perizinan dan
| perizinan . non perizinan

Renja DPM-PTSP 2025
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dan non
perizinan
Jumlah
i;:g:;tan Jurr]lah
mendapat fnegr"?:: a;trang
Pemantauan Pémantauin
, Analisis, Analisie ?
Pemantauan, Evaluasi, Evaluas} dnn
Analisis, dan Pela oraln di
Evaluasi, dan Pelaporan di Bidaﬁ
Pelaporan di Bidang 30 Perizigan 30 30
2| 18 04 | 2.01 | 008 | Bidang Perizinan Kegaitan - - - Berustiha Kegaitan | Kegaitan | 100%
Perizinan Berusaha Usaha Berbasis Usaha Usaha
Berusaha Berbasis Risiko Lintas
E!er‘ll)(asis Eisikthintas Dasral
Risiko aera
Kabupaten/ :Tg;?atemi{m
Kotg bagl Kegiatan
Kegiten Usaha dari
g:;ﬁ 2 Pelaku Usaha
| Usaha
Prosentase
Program Pengendali Prosentase
Pengendalian | an Pengendalian
2,18 | 05 Pelaksanaan | Perusahaan | 66,53% 66,03% 66,03% 100% Perusahaan 66,03% 66,03% | 100%
Penanaman yang yang
Modal berinvestas berinvestasi
i

Renja DPM-PTSP 2025
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Pengendalian ! i [

Renja DPM-PTSP 2025

Pelaksanaan
Penanaman Pembinaan .
Modal yang Penanaman g:nma':::;aann
2/ 18 | 05 | 2.01 Menjadi Modal 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 100% Modal PMDN 12 Bulan | 12 Bulan | 100%
Kewenangan | PMDN dan dan PMA
Daerah PMA
Kabupaten/K
ota
Jumlah
Penyelesaia Jiirlah
Penyelesaian fl Penyelesaian
Permasalahan :r?r;r;isalah Permasalahan
dan Hambatan H\ambatan dan
yang dihadapi on 75 H\ambatan 75 75
2/ 18 | 05| 2.01 | 04 | Pelaku Usaha %ihgd - Kegiatan “ 8 g yang Dihadapi | Kegiatan | Kegiatan | 100%
dalam Pelakup Usaha Pelaku Usaha | Usaha Usaha
Merealisasikan Usaha dalam
Kegiatan dalar Merealisasikan
WRehanys Merealisasik Segthatan
an Kegiatan SamGA
Usahanya
g‘;‘;’;‘:’: Jumlah Pelaku
Usaha yang
Usaha yang Mengikuti
I\qungikuh Bimbingan
imbingan : o
Teknis/Sosi ;’:iknlsfSoaaias
- alisasi Implementasi
Bimbingan Implementa 20 Pelaku 550 550 Perizinan 20 20
218 | 05| 2.01| 05 Teknis kepada | si Perizinan Uil Pelaku Pelaku 100% Berueaha Pelaku Pelaku 100%
Pelaku Usaha | Berusaha Usaha Usaha Beihgals Usaha Usaha
J Berbasis Risiko dan
| Risiko dan Pengawasan
Pengg\{vasa Perizinan
n Perizinan = P———
Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko
Risiko

17
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Jumlah

usaha dari J“"!‘a“
pelaku kegiatan _
usaha yang usaha dari
telah pelaku usaha
Dianalisa ¥ang tglah
e D!angllsa qan
Diverifikasi Diverifikasi
| Data, Profil Data, Profil g
dan dan_lnfonnasu
Informasi Kegiatan ;
Pengawasan Kegiatan 300 500 500 Usaha dari 300 300
2/ 18 |05 | 201 |06 Pelaksanaan lsahadail Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | 100% Pelaku Kegiatan | Kegiatan | 100%
Modal Pelaku Usaha Usaha Usaha dilakukan Usaha Usaha
dilakukan Inspeksi
Inspeksi Lagangan;
. serta
'E'_grﬂ:"ga”' Dilakukan
Dilakukan E"a!“".‘s'
Evaluasi Penilaian
Penilaian Kepatuhan
Kepatuhan Pelaksanaan
Pelaksanaa Eenzmzn
n Perizinan Sivisana
Berusaha
Program Prosentase Prosentase
Pengelolaan Data dan Data dan
Data dan Sistem Sistem
2/18 | 06 Sistem Informasi 1,5% 1,5% 1,5% 100% Informasi 2,0% 2,0% 100%
Informasi Penanaman Penanaman
Penanaman Modal yang Modal yang
Modal Dikelola Dikelola
Pengelolaan Jumiah
Data dan Data dan Jumlah Data
Informasi Sistem dan Sistem
Perizinan dan | Informasi 63 63 63 Informasi 65 65
218 |06 201 NonPerizinan | Penanaman | Perizinan Perizinan | Perizinan L Penanaman Perizinan | Perizinan 1065
yang Modal yang Modal yang
Terintegrasi Terintegras Terintegrasi
pada Tingkat | i

L, ]
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n

Kabupaten/K
ota
Pengolahan .éumlah Data
= t an
Pemanfastan | Informas Jurlati Dta
data dan Perizingn dan__!nfonnasi
informasi Berbasis Perijinan dan
perizinan dan Sistem Non Perijinan
nonperizinan ;elg){anan 65 ggibams o -
" erizinan istem =
il s 2;;2:15 Berusaha | Dokumen Pelayanan Dokumen | Dokumen | 100%
pelayanan Terintegrasi Perizinan
perizinan secara Be_rusaha ‘
berusaha Elektrop;k terintegrasi
terintegrasi gang thalah, Secara
secara Dikaji dan Elektronik
aloktronik Dimanfaatka

Renja DPM-PTSP 2025
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Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari
1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai,
meliputi :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota

=

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- ® a o

Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri

dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua

kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai
dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:
a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga
realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran
yang tersedia.
c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber
dana pendukung kegiatandari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023
yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan
sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada
tabel, sebagai berikut:

N s S
Renja DPM-PTSP 2025
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Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Target Renstra Perangkat Daerah

No Indikator SPNB::;*::::” IKK

2022 2023 2024 2025 2026

1 Prosentase peningkatan realisasi -
Investasi PMDN C 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%

2 Prosentase peningkatan realisasi -
Investasi PMA - 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%

3 Prosentase Penyelesaian |zin tepat -
waktu - 99.47% 99.57 99.67 99.77 99.87

4 Nilai SKM DPMPTSP -
- 83.22 83.85 84.48 85.11 85.73

5 | Nilai SAKIP DPMPTSP -
- 86.80 86.81 86.82 86.83 86.84

Renja DPM-PTSP 2025
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Lanjutan Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator : _ Catatan Analisis
2020 2022 2023 2024 2025 2026
1 Prosentase peningkatan 30,00% 558% 89% - - -
realisasi Investasi PMDN
2 Prosentase peningkatan realisasi 199.979.240.975 187% -58% - - “
Investasi PMA
3 | Prosentase Penyelesaian |zin 30,00% 99.70% 99.71% - - -
tepat wakiu
4 | Nilai SKM DPMPTSP - 88.85 88.97 - - -
5 | Nilai SAKIP DPMPTSP 86.78 87.75 88.15 - - -

Renja DPM-PTSP 2025
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2.3

24

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata
yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai
3,55 - 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi
investasi.

2. Harapan masyarakat yang tinggi ternadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten
Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat wakiu.

Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja ( Renja ) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya
yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun
ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan
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kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan rancangan
Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Lamongan sebagaimana pada tabel dibawah ini .
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Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lamongan

: : Catatan
Rancangan Awal Hasll Analisa Kebutuhan Penting
No i ol Target Target
Program/Kegiatan Lokasi indmﬁ:ﬁ;gﬂe”a Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kinerja Capaian Pagu Indikatif
" Kinerja Kinerja
1 2 4 5 6 2 4 5 6
Wajib Waijib
____ Penanaman Modal - Penanaman Modal | 5.337.974.000
Daerah 5.590.477.420 | Daerah
4.710.813.420 | PROGRAM 4.483.793.000
PROGRAM ;
PENUNJANG o Xt i Nilai IKM Internal
URUSAN DPMPTSP 83,20% DPMPTSP | Dinas Penanaman 83,20%
Penanaman PEMERINTAH
PEMERINTAH Modal & PTSP DAERAH Modal & PTSP
DAERAH KABIKOTA .
KABIKOTA
17.000.000 | Perencanaan 17.000.00
Perencanaan dan Jumlah dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Dokumen gokumen Kinerja gg?;l::ﬁ:::men 5 Dokumen
Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat
| Daerah
" 8.500.000 | Penyusunan 8.500.000
Perilynucsatilnaa;“do:rz:te; i Jumlah Dokumen Y — dokumen Jumlah Dokumen o —
szerah Horng Perencanaan perencanaan Perencanaan
perangkat daerah
8.500.000 8.500.000 | APBD
Evaluasi Kinerja ! Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Kab.
Perangkat Daerah Evaluasi 2 Laporen Perangkat Daerah Evaluasi 2 Laparan
3.232.771.000 2.964.751.000 | APBD
Administrasi i Lapors | o Administrasi SUERIE Laparan Kab,
Keuangan Administrasi e Ketiniian Administrasi 15 Laporan
Keuangan P ng Keuangan

S,
Renja DPM-PTSP 2025
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Jumlah orang 3.2156.771.000 ; i 2.947.751.000 | APBD
; i : Penyediaan gaji Jumlah orang yang
Feq:ed;a;sgsjr dan yzl;r%;enenma 27 Orang dan tunjangan menerima gaji dan 27 Orang ke
M % r{iangan i ASN tunjangan ASN
Jumlah laporan 8.500.000 Jumiah laporan 8.500.000
keuangan akhir 4
Koordinasi dan tahun SKPD dan Koordinasi dan gqu?Sg dinn?:ggr{:r?un
penyusunan laporan laporan hasil penyusunan i SR
keuangan akhir tahun koordinasi tLeparen laporan keuangan hasl koordinasl 1t Laparan
: penyusunan laporan
SKPD penyusunan akhir tahun SKPD k Khir tah
laporan keuangan SE:(uPaSgan SRR
akhir tahun SKPD
Jumlah Laporan 8.500.000 8.500.000 | APBD
Keuangan Kab.
Bulanan/Triwulan/ Jumlah Laporan
Semesteran Keuangan
Koordinasi dan SKPD dan Koordinasi dan Bulanan/Triwulan/Se
penyusunan laporan Laporan penyusunan mesteran SKPD dan
keuangan Koordinasi 14 Laporan laporan keuangan Laporan Koordinasi 14 Laporan
bulananftriwulan/semest Penyusunan bulanan/triwulan/s Penyusunan Laporan
eran SKPD Laporan emesteran SKPD Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Se
Bulanan/Triwulan/ mesteran SKPD
Semesteran
SKPD
Administrasi ng:ar " SN0 Edminlstra.SI Jumlah administrasi QPE o
Kepegawaian sdninsiriel o kepegawaian yang - o
Perangkat Daerah Kspegawaian Porangkat dipernuhi
9 yang dipernuhi Daerah
Jumlah APBD
; pemenuhan Pengadaan Jumlah pemenuhan Kab.
dPi: Ziasea;ennza:;‘s:t pengadaan pakaian dinas pengadaan pakaian B
slanalicnsativa pakaian dinas beserta atribut dinas beserta
grapanny beserta kelengkapannya kelengkapannya
kelengkapannya
Pendidikan pelatihan duiniah pes_erta? s Pend_|d|kan - Jumlah peserta yang EPE ‘
pegawal berdasarkan {,Z?]%Ezgg';:z E:ﬁgzzwgaw mengikuti Pendidikan | - o
tugas dan fungsi pelatihan formal tugas dan fungsi dan pelatihan formal

S —
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e R T e T e s e ey e S e R . PR TS SR O T S T Nl U4 S e S SR A SR Y e ST Vi . Vel |

Tk 128.124.420 dnriatasl 106.124.000 | APBD
— 6 it Jumlah Administrasi | 6 Kab.
Administrasi Umum Administrasi Admirisita Umum Umum yang Administra
Perangkat Daerah Umum yang Perangkat
2 : si dipenuhi si
dipenuhi Daerah
Penyediaan komponen 16,000.000 | Penyediaan 10.000.000 | APBD
instalasi Jumlah alat listrik 22 Paket :tnc;r;‘;;i)g;en Jumlah alat listrik dan 22 Paket e
listrik/penerangan dan elektronik i elektronik
b b s listrik/penerangan
; bangunan kantor
. Jumlah peralatan 10.000.000 | Penyediaan Jumlah peralatan 10.000.000 | APBD
E}an:::c::?n Zeralatan rumah tangga 6 Paket peralatan rumah rumah tangga yang 6 Pakel Kab,
9 yang dipenuhi tangga dipenubhi
Jumlah paket 25.000.000 : 20.000.000 | APBD
Penyediaan bahan bahan Iz?gistik Penyediaan Jilnlah et adm Kab
A Esdoip eats 4 Paket bahan logistik logistik kantor yang 4 Pakel '
9 disedi ai ang kantor disediakan
Penyediaan barang Jumlah barang 20.000.000 Penyediaan Jumlah barang 20.000.000 ’:PbB D
cetakan dan cetakan dan 3 Paket barang cetakan cetakan dan 3 Paket =0
penggandaan penggandaan dan penggandaan penggandaan
10.000.000 | Penyediaan 8.000.000 | APBD
Penyediaan bahan Sl bahan bacaan Kab.
bacaan dan peraturan bacian 8 Dokumen dan peraturan Jumlah bahan bacaan | 8 Dokumen
perundang-undangan perundang-
undangan
Fasilitas Kunjungan Jurmiah leporen 8124420 Fasiitas Jussiah lagorn el e
Tamu Jung fasilitasi 5 Laporan Kunkingah Tamu fasilitasi kunjungan 5 Laporan Kab.
- kunjungan tamu i tamu
Jumlah laporan 40.000.000 30.000.000 | APBD
Penyelenggaraan rapat penyelenggaraan I::r;ﬁgg?d%ﬁ;i?" JZE}Z?a:fpoar?:an Kab.
koordinasi dan rapat koordinasi 5 Laporan d P ltasi Pty k grg id 5 Laporan
| konsultasl SKPD dan konsultasi an konsutas| IapaL )
SKPD SKPD konsultasi SKPD
Pengadaan Brang 1.000.000 | Pengadaan 0 | APBD
Milik Daerah Jumlah Jenis ) g;il:fhmk Jumlah Jenis i Kb
Penunjang Urusan Pengadaan Peiniifiiis Pengadaan
Pemerintah Daerah Orise 111 9

Renja DPM-PTSP 2025
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kendaraan perorangan

atau Kendaraan

pemeliharaan dan

Dinas Jabata yang

Pemerintah
Daerah
500.000 0 | APBD
Jumlah Paket
Pengadaan Mebel Mebel yang - Pengadaan Mebel ;J:;n;agi:;ﬁziiebel Kab,
Disediakan
Jumlah Unit 500.000 . ; 0 | APBD
Penyediaan peralatan Peralatan dan Peryeniaan Jupilah L.Jml Eeralatan Kab.
dan mesin lainnya Aasine Exbioa peralaian dan dan Mesin Lainnya -
yang Dised igk = mesin lainnya yang Disediakan
Jumlah jenis 1.156.618.000 | Penyediaan Jasa 1.132.918.000 | APBD
Penyediaan Jasa jasa penunjang Penunjang Jumlah jenis jasa Kab.
Penunjang Urusan urusan 3 Jenis Urusan penunjang urusan 3 Jenis
Pemerintahan Daerah pemerintah Pemerintahan pemerintah daerah
daerah Daerah
Jumlah Laporan 361.482.000 R 337.482.000 | APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa E:nitﬂza? e ;umlzr;'Lapo‘;an Kab.
komunikasi, sumber Komunikasi, 4 Laporan sumbelr ds ‘a ai Keny I;(aar? Sa ssbe 4 Laporan
daya air dan listrik Sumber Daya Air ST dhyEal OITEMRaa, Lwer
dan Listrk dan listrik Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 13.000.000 o 13.000.000 | APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Peg:?;azna]na e ‘Fj,um}?:j ILapoJran Kab.
peralatan dan Peralatan dan 3 Laporan p: Fele kna i Pgnra);at;?laganasa 3 Laporan
periengkapan kantor Perlengkapan Eanlorg P Perlengkapan Kantor
| Kantor
Jumlah Laporan 782.436.000 Jumlah Laporan 782.436.000 | APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Kab.
elayanan umum kantor Pelayanan Umum | 3 Laporan pelayanan umum Pelayanan Umum 3 Laporan
P Kantor yang kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
170.000.000 | Pemeliharaan 263.000.000 | APBD
Pemeliharaan Barang E:::g MR Aol
Milik Daerah Jenis Barang | Jenis Barang yang .
Penunjang Urusan yang dipelihara & lontls Eanuﬂjang | dipelihara hidari
Pemerintahan Daerah a e
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan jasa Jumlah 42.000.000 | Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan 42,000.000 | APBD
pemeliharaan, biaya Kendaraan 16 Unit pemeliharaan, Perorangan Dinas 15 Unit Kab.
pemeliharaan dan pajak Perorangan Dinas biaya atau Kendaraan
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dinas atau kendaraan Dinas Jabatan pajak kendaraan Dipelihara dan
dinas jabatan yang Dipelihara perorangan dinas Dibayarkan Pajaknya
dan Dibayarkan atau kendaraan
Pajaknya dinas jabatan
20.000.000 | Penyediaan jasa 20.000.000 | APBD
Penyediaan jasa Junliah pemeliharaan, Kab.
pemeliharaan, biaya i biaya Jumlah Kendaraan
; i Kendaraan Dinas . : -
pemeliharaan, pajak, sl pemeliharaan, Dinas Operasional
| dan perizinan dipelihara da]:'l 91 3Unit pajak, dan yang dipelihara dan 3 Unit
| kendaraan dinas diga ko Palil perizinan dibayarkan Pajak dan
| operasional atau e, kendaraan dinas Perizinannya
| dan Perizinannya ;
apangan operasional atau
lapangan
] Jumlah peralatan 68.000.000 | pemeliharaan Jumlah peralatan dan 95,000.000 | APBD
Pemeliharaan Peralaten dan mesin lainnya | 33 nit Perelatan dan mesin lainnyayang | 33 Upit Kab.
| dan Mesin Lainnya yang dipelihara Mesin Lainnya dipelihara
l . . | DPMPTSP | Jumlah Gedung 50.000.000 | Pemeliharaan/Re 106.000.000 | APBD
| quehharaam‘Rehablht yang i habilitasi gedung Jymt.ah Gedyng yang i Kab.
| asi gedung kantor dan Sl : 2 Unit dipelihara/Direhabilita | 2 Unit
B bl dipelihara/Direhab kantor dan si
9 Y ilitasi bangunan lainnya
35.500.000 | PROGRAM 6.000.000 | APBD
:gsgg:gIANG AN Prosentase PENGEMBANGA Prosentase Kab.
IKLIM PENANAMAN Peningkatan 65,2% N IKLIM Peningkatan Minat 65,2%
MODAL Minat Investasi | PENANAMAN Investasi
: | MODAL
-' 500.000 | Penetapan 100.000 | APBD
Pemberian Kab,
) Fasilitas/Insentif
Fanltatnaant i polenm Jumlah Fasilitas /
Eif:’:?:g?m?;’i" Penanaman 35% Modal yang I,::;:fjf ::nanaman 35%
ewsin e st ::‘igg:'k‘;:"g :""1““ Shefian
Kabupaten atau Kota D::::langan
Kabupaten atau
Kota

Renja DPM-

PTSP 2025




RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

500.000 | Penetapan 100.000 | APBD
Penetapan Kebijakan Buan;:z?] !I;?cﬁm?n Kebijakan Daerah Jumlah Peraturan Kab.
Daerah Mengenai dalin Pansna Mengenai Daerah/Provinsi
Pemberian Fasilitas/ Insentif 15 Pemberian dalam Pemberian 15
Fasilitas/Insentif dan dan Pamaidaian Dokumen Fasilitas/Insentif Fasilitas / Insentif dan | Dokumen
Kemudahan Banananan dan Kemudahan Kemudahan
Penanaman Modal Modal Penanaman Penanaman Modal
Modal
35.000.000 5.900.000 | APBD
Pembuatan Peta etion v i Jumlah Data Untuk Kab.
Potensi Investasi 35% R Peta Potensi 35%
Kabupaten/Kota Potans! Ivestasi Investasi
Investasi Kabupaten/Kota
DPMPTSP | Jumlah Peta 35.000.000 , ) 5.900.000 | APBD
Penyediaan Peta Potensi Investasi ;ege@r;an Fela ilumlath E’zta F’Ft’at?nsr Kab.
Potensi dan Peluang dan Peluang | 1 Dokumen P:m;s' Sgaha S:e::& an meliang | 4 pokumen
Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kab ngt Kot K z ten/Kota
Kabupaten/Kota e RPN
Prosentase 100.000.000 79.000.000 | APBD
; PROGRAM g
Promosi Prosentase Promosi Kab.
PROGRAM PROMOSI PROMOSI
PENANAMAN MODAL ks N PENANAMAN e ™
dlrakasai:;ﬂkgan MODAL yang dilaksanakan
100.000.000 | Penyelenggaraa 79.000.000 | APBD
Penyelenggaraan g::“:ren avan g:::mm:f;n Jumlah tel
Promosi Penanaman Pror?;oei 99 Modal van Penyelenggaran
Modal yang Menjadi Beisnatiin 2 Kegiatan Menja d’; 9 Promosi Penanaman | 2 Kegiatan
Kewenangan Daerah Modal Kewenangan Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Destak Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
DPMPTSP | Jumlah Dokumen 100.000.000 Pelakeariaa 79.000.000 | APBD
Pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan 3 s Jumlah Dokumen Kab,
promosi penanaman promosi keggiaten promos! hasil kegiatan
modal daerah penanaman ?nirlja?zman h promosi penanaman
kabupaten/kota modal kabua atae::ota modal kabupaten/kota
kabupaten/kota i
PROGRAM Jumlah 399.564.000 PROGRAM Jumlah Perizinan 198.700.000 | APED
PELAYANAN Perizinanyang | 3.803 lzin yang Diterbitkan 3.803 Izin Kab.
PENANAMAN MODAL Diterbitkan PELAYANAN dalam Satu Tahun

. ]
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dalam Satu PENANAMAN
Tahun MODAL
399.564.000 | Pelayanan 198.700.000 | APBD
Perizinan dan Kab.
Pelayanan Perizinan Non Perizinan
dan Non Perizinan Siserlih secara Terpadu
secara Terpadu Satu Penyelesaian Satu Pintu Jumlah
Pintu dibidang \zin Melalui 2614 1zin dibidang Penyelesaian lzin 2614 Izin
Penanaman Modal Sistem OSS dan Penanaman Melalui Sistem 0SS
yang Menjadi Sieto Dectah Modal yang dan Sistem Daerah
Kewenangan Daerah Menjadi
Kabupaten/Kota Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pelaku 318.564.000 183.700.000 | APBD
ums::da yZ?l?an Penyediaan Jumlah pelaku usaha .
Penyediaan Pelayanan a :: - Pelayanan yang mendapatkan
Perizinan Berusaha ey Perizinan pelayanan perizinan
Y perizinan 5.000 ; ; 5.000
melalui Sistem Berustia il | Pelgiai Berusaha melalui Berusaha melalui Pelakii
Perizinan Berusaha S Pabian | Laska Sistem Perizinan Sistem Perizinan \Jiaba
RisikoTerintegrasi Berusaha Berusaha Berbasis
g Berusaha 3 i ; : j
secara Elektronik ; , RisikoTerintegrasi Resiko Terintegrasi
Berbasis Resko secara Elektronik Secara Elektronik
Terintegrasi
Secara Elektronik
Tersedianya 30.000.000 15.000.000 | APBD
layanan ; Tersedianya layanan Kab.
. Penyediaan dan ,
Penyediaan dan konsultasi dan Pengelolaan konsultasi dan
terkelolanya terkelolanya
Pengelolaan Layanan pengaduan Layanan pengaduan
gg?j:;f:';;rg‘;gjr masyarakat 780 0rang EZE;;#:}S' masyarakat terhadap 120/0mng
Risiko terhadap Bebtisdia pelgganan terpadu
pelayanan Berbasisi Risko perizinan dan non
terpadu perizinan perizinan
dan non perizinan
Pemantauan, Analisis, DPMPTSP | Jumlah kegiatan 51.000.000 Psaialiai Jumlah kegiatan yang 0 | APBD
Evaluasi, dan yang mendapat 30 Analisis Evaiuasi mendapat 30 Kab.
Pelaporan di Bidang Pemantauan, Kegiatan dan P f' Sh di’ Pemantauan, Kegiatan
Perizinan Berusaha Analisis, Evaluasi, | Usaha B? dane gz?'rzinan Analisis, Evaluasi, Usaha
Berbasis Risiko dan Pelaporan di i dan Pelaporan di
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Bidang Perizinan Berusaha Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko Risiko Lintas Daerah
Lintas Dagrah Kabupaten/Kota bagi
KabupatenfKota Kegiatan Usaha dari
bagi Kegiatan Pelaku Usaha
Usaha dari
Pelaku Usaha
PROGRAM Prosentas? 309.100.000 | PROGRAM Prosentase 569.981.000 | APBD
PENGENDALIAN Pengendalian PENGENDALIAN Pengendalian Kab.
Perusahaan 66,53% PELAKSANAAN 66.53%
PELAKSANAAN Perusahaan yang
PENANAMAN MODAL yang EENE berinvestasi
berinvestasi MODAL
309.100.000 | Pengendalian 569.981.000 | APED
Pengendalian Pelaksanaan Kab,
Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Pembinaan
Penanaman Modal Penanaman Modal yang
yang Menjadi Modal PMDN 12 Bulan Menjadi :m;:adm:nP::dal 12Bulan
Kewenangan Daerah dan PMA Kewenangan 2
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah _ 66.500.000 Penyelesalan 865.497,000 | APED
Penyelesaian i Kab.
: Permasalahan Jumlah Penyelesaian
Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan Permasalahan dan
Permasalahan dan dan H\ambatan 75 yang dihadapi Hiambatan yang
Hambatan yang yang Dihadapi . . 75 Kegiatan
dihadapl Pelaky Usaha PelakuUsaha | |/ °9%" 5:1'::1” Usaha B;“;ﬁ;g;f::f"" Usaha
dalam Merealisasikan dalam o S
; e Merealisasikan Merealisasikan
Kegiatan Usahanya Merealisasikan Kedi . h
Kegiatan Ueg:ftan Kegiatan Usahanya
Usahanya ke
Jumlah Pelaku 154.000.000 Jumlah Pelaku Usaha 313.481.000
Usaha yang yang Mengikuti
Mengikuti Bimbingan
Bimbingan o . Teknis/Sosialisasi
Bimbingan Teknis Teknis/Sosialisasi | 20 Pelaku E;m:éngggl'l's:n 2 Implementasi 20 Pelaku
kepada Pelaku Usaha Implementasi Usaha Uszlhaa a Perizinan Berusaha Usaha
Perizinan Berbasis Risiko dan
Berusaha Pengawasan
Berbasis Risiko Perizinan Berusaha
dan Pengawasan | Berbasis Risiko

Renja DPM-PTSP 2025
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Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
DPMPTSP | Jumlah kegiatan 88.600.000 170.983.000 | APBD
usaha dari pelaku Kab.
ugaha’yang i Jumlah kegiatan
D!ana_iisa qan usaha dari pelaku
Diverifikasi Data, usaha yang telah
mﬂ::s? Dianalisa dan
Kegiatan Usaha Diverifikasi Data,
dari Pelaku 300 Pengawasan F’mffl dan Informasl : 300
Pengawasan dilakuk Keaiat Pelak Kegiatan Usaha dari Kegiat
Pelaksanaan Modal e N e ot Pelaku dilakukan e
Inspeksi Usaha Madal Inspeksi Lapangan; Usaha
L§pangan; %A serta Dilakukan ‘
g:::fuu:;" Evaluasi Penilalan
P Kepatuhan
Penkgian Pelaksanaan
Kepatuhan A
Belakasnaai Perizinan Berusaha
Perizinan
Berusaha
f 5000. APBD
PROGRAM Prosentase Data welO | setcet ot gt iy
PENGELOLAAN DATA dan Sistem DATA DAN Prosentase Data dan
DAN SISTEM Informasi 2.5% SISTEM Sistem Informasi 2.5%
INFORMAS! Penanaman H INFORMASI Penanaman Modal ’
PENANAMAN MODAL sl PENANAMAN yaog Nhsiola
MODAL
35.500.000 | Pengelolaan 500.000
Data dan
Pengelolaan Data dan Informasi
Informasi Pgrizinan ;?::el:‘r:‘ IE::;::; Parizinan. dan Jumlah Data dan
dan NonPerizinan Bandaaian 65 NonPerizinan Sistem Informasi 65
yang Terintegrasi Perizinan yang Penanaman Modal Perizinan
pada Tingkat Daerah Mataliyang Terintegrasi yang Terintegrasi
Terintegrasi
Kabupaten/Kota pada Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

e e B e e e e e el e N T S e s NS
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Jumlah Data dan 35.500.000 | Pengolahan, Jumlah Data dan 500.000
Informasi penyajian dan Informasi Perijinan
Pengolahan, penyajian Perijinan dan Non pemanfaatan data dan Non Perijinan
dan pemanfaatan data Perijinan Berbasis dan informasi Berbasis Sistem
dan informasi perizinan Sistem Pelayanan perizinan dan Pelayanan Perizinan
dan nonperizinan Perizinan 85 nonperizinan Berusaha terintegrasi | 65
berbasis sistem Berusaha Dokumen berbasis sistem Secara Elektronik Dokumen
pelayanan perizinan terintegrasi pelayanan
berusaha terintegrasi Secara Elektronik perizinan
secara elektronik berusaha
terintegrasi
secara elektronik
TOTAL DANA ANGGARAN 5.590.477.420 5.337.974.000

Renja DPM-PTSP 2025
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2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian
terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman
Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua
program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini
mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang

nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.
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Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja | Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 5 6

NIHIL

Renja DPM-PTSP 2025
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BAB llI
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap
Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
sesuai pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (Satu),“Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”. Sasaran yang hendak dicapai
untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas

bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing
perekonomian

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan
Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-
2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan
yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh
stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

Renja DPM-PTSP 2025
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terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai
kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam
pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa
Timur.

2. Berkeadilan adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang
semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi
masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah.
Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina
masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memeriukan perhatian lebih

dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026

tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi

potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif

terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang

berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan  kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius

berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman

dan tentram
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Misi5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta
memberikan  pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya

optimalisasi reformasi birokrasi.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) dan Misi 5 (Lima) dari

RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan
sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2026, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan Efektifitas Investasi ( Misi 1)
Indikator :Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi

2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif ( Misi 5 )
Indikator :Nilai IKM/SKM

Sasaran
1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA ( Misi 1)
Indikator :

~ Prosentase Peningkatan Realisasi Investasu PMDN
» Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA

» Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu

2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan ( Misi 5 )

Renja DPM-PTSP 2025
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Indikator :

» Nilai SKM
» Nilai SAKIP DPMPTSP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan Dan Sasaran

RENJA DINAS PEAANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lamongan

SASARAN KONDISI
TUJUAN 2025 AKHIR
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 1 12
Meningkatk Prosentase peningkatan Realisasi
an Investasi o o
Efektifitas i 5o
Investasi
Meningkat | Prosentase Peningkatan Realisasi
nyarealisa | Investasi PMDN
si
Investasi
Daerah 3.0% 3.0%
Baik
PMDN
maupun
PMA
Prosentase Peningkatan Realisasi
Investasi PMA 3.0% 3.0%
vF;raokstEntase penyelesaian ijin tepat 99.77 09,77
Meningkatk Nilai IKM 85.11 85.11
an
Pelayanan
Publik yang
Inovatif
Meningkat | Nilai SAKIP DPMPTSP
nya
Pelayanan 86.83 86.83
Perizinan

Renja DPM-PTSP 2025
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3.3 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai
berikut :

3.4 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah terdiri dari 6 program
penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.613.018.234,- (Tujuh Millyar Enam Ratus Satu
Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) adapun
rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
kegiatan:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Sub kegiatan :
e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/
Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

¢ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e —
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4.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
e Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
e Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
¢ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
o Fasilitasi Kunjungan Tamu
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
e Pengadaan Mebel
e Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan :
e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
¢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan :
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
e Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

IIl. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal
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1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/inisiatif di bidang penenaman
modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota
Sub kegiatan :
e Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
Sub kegiatan :

e Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
lll.  Program Promosi Penanaman Modal
1. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan
e Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal derah
kabupaten/kota
IV.  Program Pelayanan Penanaman Modal
1. Kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di
bidang penanaman modal
Sub kegiatan
¢ Penyediaan Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
e Penyediaan dan Pengelolaan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
e Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
V.  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan :
e Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku
Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
¢ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

e e e
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e Pengawasan Pelaksanaan Modal
VI.  Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1. Kegiatan penggelolaan data dan informasi perizinan yang terinterasi
sub kegiatan
e Pengolahan,penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan
dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 yaitu,
“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” ditempuh melalui lima
misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan
kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”, dan Misi ke 5
(lima) yaitu "Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan
Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam
mendukung Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025.

e e e e e ——

Renja DPM-PTSP 2025
45




RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA AHIR PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Nama Dinas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembar ........c........ Dari................
Prakiraan Maju Rencana
20
Urusan/Bidang Indikator BRERADA TR NS Catat Tahun 2025
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan an
Kode Daerah dan Program/Kegia . CTarg_et Dana/Pagu Sumber | Penti cT.'arg's.-t l;(ehbu:;;'han
Proaram/Kegiatan tan okasi apaian i n apaian ahna/Pagu
. ¢ Kinerja triclivatit Bans : Kinerja Indikatif
6
(1) 2) (3) (4) (5) ©) o | ® (9) (10)
2 [ 18 PENANAMAN MODAL N N
5.337.974.000 5,094.827.962
PROGRAM PENUNJANG | Nilai IKM Internal
2 18 | 01 URUSAN PEMERINTAH Dinas Penanaman 83,20% 4.483.793.000 DAU 83,50% 4.351.693.062
DAERAH KAB/KOTA Modal & PTSP
Perencanaan dan
2 |18 01| 2,01 Evaluasi Kinerja ;"""'ah Dkienen 5 Dokumen 17.000.00 DAU 5 Dokumen 17.000,000
erencanaan
Perangkat Daerah
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Penyusunan dokumen Jurilah Bibumen
2 |18 | 01 | 2.01 | 01 | perencanaan perangkat P 3 Dokumen 8.500.000 DAU 3 Dokumen 8.500.000
by erencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Dokumen
2 |18 | 01| 2.01 |07 Daerah Eviluag 2 Laporan 8.500.000 DAU 2 Laporan 8.500.000
Jumlah Laporan
2 |18 |01 | 2.01 Administrasi Keuangan Administrasi 15 Laporan 2.964.751.000 DAU 15 Laporan 2.964.751.062
Keuangan
; = Jumlah orang yang
2 |18 | 01| 2,02 | 01 E?’?g:d;agsgg" i menerima gaji dan 27 Orang 2.947.751.000 DAU 27 Orang 2.947 751,062
lang tunjangan ASN
Jumlah laparan
keuangan akhir
Koordinasi dan penyusunan lt:hg:laEI;PE:!dan
2 |18 | 01| 2.02 | 05 | laporan keuangan akhir K Pord 3 1 Laporan 8.500.000 DAU 1 Laporan 8.500.000
oordinasi
tahun SKPD
penyusunan laporan
keuangan akhir
tahun SKPD
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Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/S
Koordinasi dan penyusunan | emesteran SKPD
laporan keuangan dan Laporan
2 |18 01| 202 | 07 Kilaeaianseiaies | Koo 14 Laporan 8.500.000 DAU 14 Laporan 8.500.000
n SKPD Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/S
emesteran SKPD
; : Jumlah
Administrasi administrasi
2 (18 |01 | 2.05 Kepegawaian Perangkat K ; DAU 2 Administrasi
Daerah il
dipernuhi
Pengadaan pakaian dinas ::?:;Z g: IT;:;;:;
2 |18 | 01| 2.05 | 02 E:mﬂiat::it . A¥ina Desigitta DAU
el kelengkapannya
Pendidikan pelatihan J::“an':ep:e'iiﬁg
2 |18 | 01| 2.05 | 09 | pegawaiberdasarkan tugas | % %‘d.k . DAU =
dan fungsi endidikan dan
pelatihan formal
Jumlah
2 |18 |01 205 ‘;‘:‘“mg;:;’:g'a‘e’:::m ﬁ;’:'m"‘;:':;' 6 Administrasi |  106.124.000 DAU 6 Administrasi |  106.024.000
dipenuhi
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PaTyesEan mpoen Jumlah alat listrik
2 {18 | 01| 2.06 | 01 | instalasilistrik/penerangan dancickhionlk 22 Paket 10.000.000 DAU 22 Paket 10.000.000
bangunan kantor
. Jumlah peralatan B
2 |18 | 01| 206 | 03 | "ervadaan poralatan rumah tangga yang 6 Paket 10000000 DAU 6 Paket 10.000.000
9 dipenuhi
. - Jumlah paket bahan
2 |18 | 01| 2,06 | 04 | pervedianbahaniogistk | ogigiantoryang 4 Paket 20,000,000 DAU 4 Paket 20.000.000
disediakan
; Jumlah barang
2 |18 01| 2.06 | 05 Z’:;";‘ﬁ:gag%a;:gg ootakan | takan dan 3 Paket 20,000,000 DAU 3 Paket 20,000,000
g penggandaan
Penyediaan bahan bacaan e bakian
2 |18 | 01| 2.06 | 06 | dan peraturan perundang- R 8 Dokumen 8.000.000 DAU 8 Dokumen 8.000.000
undangan
Jumlah laporan
2 |18 | 01| 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu fasilitasi kunjungan 5 Laporan 8.124.000 DAU 5 Laporan 8.024.000
tamu
Penyelenggaraan rapat J:Lﬂlzrelr?poa:?;a .
2 |18 | 01 | 2.06 | 09 | koordinasi dan konsultasi Ea y:[k ?_g id 5 Laporan 30.000.000 DAU 5 Laporan 30.000.000
SKPD pa oordinasi dan
konsultasi SKPD
Pengadaan Brang Milik
2 |18 |01 207 Daerah Penunjang Urusan ‘;‘;“"::;’::" 2 jenis DAU 2 Jenis
Pemerintah Daerah ng

Lt e . . _ . __________
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- T T T

Jumlah Paket Mebel

2 |18 | 01| 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel yang Disediakan - - DAU 4 Unit
Jumlah Unit
Penyediaan peralatan dan Peralatan dan ;
2 (18| 01| 207 | 06 | oo lainnya Mesin Lainnya yang i ) | DAM A
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa
2 |18 |01 | 207 Penunjang Urusan penunjang urusan 3 Jenis 1.132.918.000 DAU 3 Jenis 1.132.918.000
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

Jumlah Laporan

Penyediaan jasa Penyediaan Jasa
2 (18|01 | 2.08 | 02 | komunikasi, sumber daya Komunikasi, 4 Laporan 337.462.000 DAU 4 Laporan 337.482.000
air dan listrik Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan

Penyediaan jasa peralatan Ranyediaan Jasa
2 |18 |01 | 2.08 | 03 Peralatan dan 3 Laporan 13.000.000 DAU 3 Laporan 13.000.000
dan perlengkapan kantor
Perlengkapan
Kantor

P
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Jumlah Laporan
Penyediaan jasa pelayanan Penyediaan Jasa
2 (18|01 | 2.08 | 04 Pelayanan Umum 3 Laporan 782.436.000 DAU 3 Laporan 782.436.000
umum kantor Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang o
Milik Daerah Penunjang Jenis Barang i
2 /18 01| 2.08 Biiiken Petrerntahan yang dipelihara 4 Jenis 263.000.000 DAU 4 Jenis 131.000.000
Daerah
Penyediaan jasa .;umtah Kandqraan
: . erorangan Dinas
pemel!haraan, biaya . atau Kendaraan
2 |18 | 01| 2.00 | o1 | pemeliharaandanpajak | o oot vang 15 Unit 42,000,000 DAU 15 Unit 42,000,000
kendaraan perorangan Dipelihara dan
dinas atau kendaraan dinas D‘E e
jabatan Ry
J Pajaknya
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan
pemeliharaan, biaya Dinas Operasional
2 |18 | 01| 2.09 | 02 | pemeliharaan, pajak, dan yang dipelihara dan 3 Unit 20.000.000 DAU 3 Unit 20.000.000
perizinan kendaraan dinas | dibayarkan Pajak
operagional atau lapangan | dan Perizinannya
Jumlah peralatan
" dan mesin lainnya
Pemeliharaan Peralatan yang dipelihara g i
2 |18 |01 | 2.09 | 06 dan Mesin Lainnya 33 Unit 95.000.000 DAU 33 Unit 25.000.000

T - e e e
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Pemeliharaan/Rehablltas j::‘;ah Bodig
2 (18 |01 | 2.09 | 09 | gedung kanlgr dan dipelihara/Direhabilt 2 Unit 106.000.000 DAU 2 Unit 44.000.000
bangunan lainnya as|
PROGRAM Prosentase
2 |18 | 02 PENGEMBANGAN IKLIM Peningkatan Minat 65,2% 6.000.000 DAU 65,7% 3.600.000
PENANAMAN MODAL Investasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang | Jumlah Fasilitas /
Penanaman Modal yang Insentif
2 |18 |02 | 2.01 Menjadi Kewenangan Penanamin Modil 35% 100.000 DAU 35% 100.000
Daerah Kabupaten atau yang diberikan
Kota
Penetapan Kebijakan ‘6”;2132 ;?é::g;?n
Dastdn Mengshal dalam Pemberian
2 |18 | 02 | 2.01 | 01 | Pemberian Fasilitas/insentif Fasilitas / Insentit 15 Dokumen 100.000 DAU 16 Dokumen 100.000
dan Kemudahan
Penanaman Modal dah Kemudaian
Penanaman Modal
Jumlah Data Untuk
2 (18|02 202 Pembustan Pete Poteisl | poi, gy gy 35% 5,900,000 DAU 35% 3.500.000
Investasi Kabupaten/Kota I ;
nvestasi
Penyediaan Peta Patensi 'le;rrt;lg:i Il:’ni’lsstas'
2 |18 | 02| 2.02 | 04 | danPeluang Usaha ' 1 Dokumen 5.900.000 DAU 1 Dokumen 3.500.000
dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Prosentase
PROGRAM PROMOSI Promosi
2 (18 | 03 PENANAMAN MODAL ik uienran B2 80% 79.000.000 DAU 90% 79.000.000
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Jumlah
Promosi Penanaman Penyelenggaran
2 (18 |03 | 2.01 Modal yang Menjadi Promosi 2 Kegiatan 79.000.000 DAU 2 Kegiatan 79.000.000
Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan
2 |18 |03 | 2.01 | 02 | promosi penanaman modal | promosi - 79.000.000 DAU 79.000.000
daerah kabupaten/kota penanaman modal
kabupaten/kota
Jumlah Perizinan
2 |18 |04 R amAn onaL | yang Diterbitkan 3.803 lzin 198.700.000 DAU 3.860 lzin 90.053.900
dalam Satu Tahun
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara Jumlah
Terpadu Satu Pintu Penyelesaian Izin
2 |18 |04 | 2.01 dibidang Penanaman Melalui Sistem 2614 Izin 198.700.000 DAU 2.653 izin 90.053.900
Modal yang Menjadi 08S dan Sistem
Kewenangan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota

o e e e e e e S 5 S
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*

Jumlah pelaku
usahayang
Penyediaan Pelayanan mendapatkan
Perizinan Berusaha melalui | pelayanan perizinan
2 | 18 | 04 | 2.01 | 06 | Sistem Perizinan Berusaha | Berusaha melalui =000 Peiskn 183.700.000 DAU RO Fea) 75.053.900
S : ; : A Usaha Usaha
RislkoTerintegrasi secara Sistem Perizinan
Elektronik Berusaha Berbagis
Resiko Terintegrasi
Secara Elektronik
Tersedianya
layanan konsultasi
Penyediaan dan dan terkelolanya
Pengelolaan Layanan pengaduan
2 |18 (04| 2.01 | O7 Konsultasi Perizinan masyarakat 750 Crang 15.000.000 DAU 750 Orang 15.000.000

Berusaha Berbasisi Risiko | terhadap pelayanan
terpadu perizinan
dan non perizinan

e . ______________ __
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Jumlzah kegiatan
yang mendapat
Pemantauan,
Analisis, Evaluasi,
Pemantauan, Analisis, g‘? dna:(ge‘;z(:ifil:ad:i
00 | Evaluasi, dan Pelaporan di ; 30 Kegiatan 30 Kegiatan )
211808 200 8 | Bidang Perizinan Berusaha gt_arll;saﬂalaerbams Usaha ) B Usaha
Berbasis Risiko SR
aerah
Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan
Usaha dari Pelaku
| Usaha
PROGRAM Prosentase
PENGENDALIAN Pengendalian
2 |18 | 05 PELAKSANAAN Perusahaan yang 66,53% 569.981.000 DAU 67.03% 569.981.000
PENANAMAN MODAL . berinvestasi
Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman | Pembinaan
2 |18 | 05| 2.01 Modal yang Menjadi Penanaman Modal 12 Bulan 569.981.000 DAU 12 Bulan 569.981.000
Kewenangan Daerah PMDN dan PMA
Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyelesaian Penyelesaian
Permasalahan dan Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Hlambatan yang 75 Kegiatan 75 Kegiatan
2 |18,|05) 201 {04 Pelaku Usaha dalam Dihadapi Pelaku Usaha 85.497.000 DAU Usaha Sl 0
Merealisasikan Kegiatan Usaha dalam
Usahanya Merealisasikan
Kegiatan Usahanya

-  _ __ _________ _ __ ____ _ _____ _____ _ _ _ __ _ __ ________________
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2.01

05

Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

T : ’ Jumlah Pelaku
Usaha yang

Mengikuti
Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan
Pengawasan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

20 Pelaku
Usaha

313.491.000

DAU

20 Pelaku
Usaha

313.491.000

2.01

06

Pengawasan Pelaksanaan
Modal

Jumlah kegiatan
usaha dari pelaku
usaha yang telah
Dianalisa dan
Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari
Pelaku dilakukan
Inspeksi Lapangan;
serta Dilakukan
Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan Berusaha

300 Kegiatan
Usaha

170.993.000

DAU

300 Kegiatan
Usaha

170.993.000

PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Prosentase Data
dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal
yang Dikelola

2,5%

5000.000

DAU

3%

500.000

2.01

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
NonPerizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan
Sistem Informasi
Penanaman Modal
yang Terintegrasi

65 Perizinan

500.000

DAU

65 Perizinan

500.000
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Jumlah Data dan

| Pengolahan, penyajian dan | Informasi Perijinan

' pemanfaatan data dan dan Non Perijinan

| informasi perizinan dan Berbasis Sistem

2 118 | 06 | 2.01 | 01 | nonperizinan berbasis Pelayanan 65 Dokumen 500.000 DAU 65 Dokumen 500.000

sistem pelayanan perizinan | Perizinan Berusaha
berusaha terintegrasi terintegrasi Secara
secara elektronik Elektronik

m
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavemance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program
Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga
akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
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Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi
daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-
sama mempunyai tanggung jawab untuk ;

a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas
dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara ( PPAS ) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Agustus 2024

PENANAMAN MODAL
YANAN TERPADU SY
A BIPR ONGIAN

/4

A

MMBANI AZAHARI, M.

e

embina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

e S =S
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